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ABSTRAK
Rodliyah, Halimatur 2023, SKRIPSI. Judul ‘“Pengaruh Budaya Organisasi
terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya
terhadap Good Governance”

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci  : Budaya Organisasi, Akuntansi Sektor Publik, Good Governance

Good Governance merupakan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik.
Masyarakat menganggap bahwa tata kelola yang baik adalah yang memenuhi
prinsip-prinsip Good Governance. Prinsip tersebut diantaranya bertanggungjawab,
akuntabilitas, partisipasi, berdasarkan aturan hukum, dan keadilan sosial. Sesuai
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, merupakan
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penelitian ini menguji pengaruh budaya organisasi terhadap good governance
pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tingkat Kecamatan di Kabupaten
Nganjuk dengan penerapan akuntansi sektor publik sebagai variabel intervening.
Sampel dari penelitian ini sebanyak 55 SKPD dengan kriteria responden sebagai
camat, sekretaris camat, kasubag umum dan kasubag program evaluasi dan
keuangan. Dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk, hanya 16
Kecamatan yang merespon, sedangkan 4 Kecamatan lainnya tidak merespon
hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni 2 bulan. Pengumpulan data
dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan analisis data serta pengujian
hipotesis menggunakan Uji Analisis Jalur (Analysis Path) dengan bantuan aplikasi
sofware SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Budaya Organisasi berpengaruh
secara signifikan terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik dengan kontribusi
sebesar 30%. (2) Penerapan Akuntansi Sektor Publik mempengaruhi good
governance secara signifikan sebesar 39%. (3) Budaya Organisasi secara langsung
memiliki pengaruh signifikan terhadap Good Governance dengan kontribusi
sebesar 38% sedangkan sisanya sebesar 62% merupakan kontribusi variabel lain
yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
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ABSTRACT

Rodliyah, Halimatur 2023, SKRIPSI. Judul “The infuence of organizational
culture on the appication of public sector accounting and its
impact on good governance”

Advisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A
Keywords . Organizational culture,  Publik sector accounting, Good
Governance

Good Governance is a characteristic of good governance. The community
considers that good governance is one that fulfills the principles of good
governance. These principles include responsibility, accountability, participation,
based on the rule of law, and social justice. In accordance with Law Number 25 of
2009 concerning public services, it is a series of activities in the context of
meeting the service needs of every citizen and resident for goods, services or
administrative services provided by public service providers.

This study examines the effect of organizational culture on good governance at
the sub-district level SKPD (Regional Work Unit) in Nganjuk Regency with the
application of public sector accounting as an intervening variable. The sample of
this study was 55 SKPD with the criteria of the respondents being sub-district
heads, sub-district secretaries, general sub-division heads and evaluation and
financial program sub-division heads. Of the 20 sub-districts in Nganjuk Regency,
only 16 sub-districts responded, while the other 4 sub-districts did not respond
until the predetermined time limit of 2 months. Data collection was carried out by
distributing questionnaires and data analysis and hypothesis testing using the Path
Analysis Test with the help of the SPSS software application

The results of this study indicate that: (1) Organizational Culture has a
significant effect on the Application of Public Sector Accounting with a
contribution of 30%. (2) Application of Public Sector Accounting significantly
affects good governance by 39%. (3) Organizational Culture directly has a
significant influence on Good Governance with a contribution of 38% while the
remaining 62% is the contribution of other variables not included in this study.

Xvii
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya oganisasi merupakan adat atau kebiasaan yang melekat dalam suatu
organisasi (Dian Ratnasari, 2018) . Kebiasaan ini dianggap pula sebagai
karakteristik maupun pedoman yang diterapkan. Dalam suatu organisasi, hal ini
dianggap penting karena dapat menentukan arah organisasi serta menjadi
pedoman untuk mengarahkan apa yang dilakukan dan yang harus dihindari.
Apabila dalam suatu organisasi tidak terdapat budaya organisasi, maka performa
pada setiap anggota tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena semakin
lama budaya organisasi itu dibentuk maka akan semakin baik pula budaya
organisasinya. Budaya yang kuat didirikan oleh nilai inti dari organisasi yang

dianut dengan kuat, diatur dengan baik dan dirasakan bersama-sama secara luas.

Pengertian lain dari budaya organisasi ialah suatu sistem makna atau sistem
nilai bersama yang ada di dalam suatu organisasi. Maka sebab itu pengaplikasian
budaya organisasi dalam pemerintahan menjadi hal yang utama. Memperbaiki
budaya organisasi yang ada dengan meningkatkan kepedulian serta kepedulian
dilakukan untuk mewujudkan good governance dengan mengembangkan sistem
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan menganut

undang-undang yang berlaku pemerintah sebagai intansi sektor publik dapat



bertanggungjawab terhadap tuntutan-tuntutan atas akuntansi sektor publik dengan
memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengawasi akuntabilitas
pemerintah daerah meliputi akuntabilitas finansial (finansial accountability),
akuntabilitas manajerial (managerial accountability), akuntansi hukum (legal
accountability), akuntabilitas publik (public accountability), dan akuntabilitas

kebijakan (policy accountability).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2014) dan
diperkuat dengan penelitian oleh Priyatno dan Zanuar (2017) bahwa budaya
organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan good governance.
Syafrion (2015) dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh sistem
pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan
budaya organisasi terhadap penerapan good governance diperoleh hasil dimana
pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan
budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
penerapan good governance. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Susanto (2015) lalu diperkuat dengan penelitian dari Maliol, Sondakh dan
Gamaliel (2017) bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penerapan good governance (Sari, 2012).

Good governance akan terwujud ketika aparatur pemerintah menggunakan
standar akuntansi sektor publik dalam melakukan pencatatan ataupun pelaporan
keuangan mengenai tuntutan yang diberikan. Selain itu menaruh perhatian lebih
kepada perubahan budaya organisasi juga dapat memperbaiki budaya organisasi

demi tercapainya Good Governance dengan mempermudah pelaku organisasi



sektor publik ketika menentukan keputusan yang efektif dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan warganya dan mengembangkan pelayanan bagi
masyarakat. Arti kata good memiliki makna mutu-mutu yang menjunjung tinggi
kemauan/tekad rakyat yang sesuai dengan pelaksanaan manajemen pembangunan
serta bertanggung jawab dan satu tujuan dengan prinsip demokrasi yang efisien.
Penerapan good governance dapat mencegah ataupun meminimalisir terjadinya
kecurangan dan kesalahan yang akan dilakukan oleh aparatur pemerintah seperti
penyalahgunaan kekuasaan hingga korupsi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Raheni dan Putri (2019) tentang Pengaruh Good Governance dan Budaya
Organisasi pada Kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan desa di kota
Denpasar menunjukkan bahwa Kinerja aparatur dipengaruhi secara positif dan
signifikan oleh penerapan good governace dan budaya organisasi. Apabila
penerapan good governance semakin baik maka hasil yang diperoleh semakin
baik pula begitupun sebaliknya jika good governance mengalami kemerosotan

maka akan berdampak pada Kinerja aparatur pemerintah.

Konsep good governance termasuk salah satu tuntutan yang hendaknya
dipenuhi oleh sektor publik terutama pemerintah daerah. Pemerintah daerah
sebagai penyelenggara otonomi daerah harus mampu menerapkan prinsip good
governance. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah daerah diharuskan
untuk lebih tanggap dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep good
governance diartikan sebagai konsep yang melaksanakan sistem tata kelola
pemerintahan yang baik. Dengan adanya pemerintahan yang good governance

dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan



menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah. Lahirnya good
governance di Indonesia berawal dari penyelewengan yang dilakukan ataupun
melaksanakan hal-hal yang tidak dilegalkan oleh Undang-Undang yang berlaku
seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demi terciptanya pemerintahan
yang baik di Indonesia bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka
ditetapkan Undang-Undang yang mengatur tentang hal ini dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal yang menjadikan pertimbangan
pembahasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan arti

serta prinsip dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri.

Untuk mencapai pemerintah yang good governance salah satu upaya lain yang
harus dilaksanakan dalam kepemerintahan ialah menerapkan sistem pelaporan
keuangan negara. Semakin transparan pelaporannya maka akan semakin baik pula
kepemerintahan tersebut. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang
bertujuan mencari keuntungan bukan laba. Organisasi dengan tujuan ini disebut
sebagai Akuntansi Sektor Publik. Dengan demikian Akuntansi Sektor Publik
dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang dikeluarkan oleh
lembaga sektor publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
ataupun lembaga sektor publik lain sebagai tambahan informasi dalam

pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Standar akuntansi merupakan panduan dalam menyajikan laporan keuangan

diperuntukkan bagi pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas



tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar penulisan laporan
keuangan dalam akuntansi digunakan oleh penyusun laporan keuangan sebagai
acuan untuk memberikan informasi yang akan diberikan kepada pihak di luar
organisasi. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih bermanfaat (bagi
pihak yang membutuhkan), penyampaiannya jelas sehingga memudahkan pihak
yang membutuhkan, dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan. Akuntabilitas
merupakan pondasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang
didelegasikan dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada pencapaian-
pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi,
efektivitas dan kejujuran. Pada tahun 2011, Indonesia baru menerapkan sistem ini
dimana sektor swasta menggunakan standar Akuntansi Internasional (IFRS) untuk
dijadikan pedoman dalam pembuatan Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang
berlaku di Indonesia, untuk sektor pemerintahan menggunakan akuntansi berbasis
akrual. Walaupun dianggap belum akrual secara utuh, akan tetapi perlu diketahui
bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki peran utama dalam lembaga sektor
publik karena dapat memberikan jawaban atas tuntutan akan akuntabilitas dan

transparansi publik.

Akuntansi sektor publik adalah komponen akuntansi yang digunakan oleh
organisasi pencari keuntungan nonlaba sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik. Lembaga publik dituntut oleh masyarakat supaya
bertanggungjawab serta mengelolanya dengan transparan. Akuntansi sektor publik

berbeda dengan sektor swasta berdasarkan pengaruh dari lingkungan disekitarnya.



Organisasi yang bergerak di sektor publik memiliki cakupan lingkungan yang

lebih kompleks dibandingkan sektor swasta.

Ciri istimewa yang dimiliki lembaga publik yang utama ialah tujuan, sifat dan
sumber dana. Organisasi sektor publik memiliki sifat organisasi nonlaba
(nonprofit) dengan tujuan hanya membantu masyarakat untuk memenubhi
kebutuhan administratif yang dibutuhkan serta memupuk kesejahteraan.
Organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi
pada kepentingan warga negara atau rakyat. Berdasarkan orientasi pada rakyat
maka organisasi publik umumnya tidak berorientasi mencari laba sebagai tujuan
akhirnya. Inilah karakteristik utama yang ada dalam organisasi sektor publik yang
identik dengan organisasi negara atau pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang sengaja dibentuk untuk
mewujudkan pelayanan kepada publik atau rakyat dengan tujuan utama dan
sumber pendanaan berasal dari pajak. Kepuasan publik merupakan komitmen

utama pada organisasi sektor publik

Fenomena yang terjadi di Indonesia menjadi pemicu utama dalam
keberhasilan pada penerapan Good Governance ialah minimnya perhatian yang
diberikan oleh pemerintah terhadap budaya organisasi. Seperti yang dikemukakan
oleh Sofian Efendi dalam Sari (2017:26) yang menyatakan bahwa salah satu
penyebab belum tercapainya pertumbuhan administrasi adalah tidak ada perhatian
yang diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang
baik dan amanah terhadap perkembangan budaya organisasi. Dari pernyataan

tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan suatu keharusan



dalam pengaplikasian tata pemerintahan yang baik dan amanah. Upaya yang
dilakukan untuk mewujudkan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
dalam menjalankan pengembangan serta penerapan akuntansi sektor publik
menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai prinsip transparansi
dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang mencapai good governance

(accounting for goverment).

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Good Corporate Governance sudah
ditetapkan sejah zaman dahulu, namun belum diterapkan secara maksimal pada
pemerintahan desa. Sehingga upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan
sangat penting untuk dilakukan dan bukan menjadi hal yang asing lagi, terdapat
beberapa kegiatan telah terlaksana seperti Program Pelayanan Prima yang
diprakarsai oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara. Sehingga disimpulkan
bahwa kondisi tata pemerintahan yang baik bukan tuntutan dari luar namun

menjadi cita-cita masyarakat banyak.

Penelitian mengenai good governance telah banyak dilakukan seperti
Widasari dan Putri (2018) tentang Pengaruh good governance dan budaya
organisasi terhadap kinerja manajerial penyelenggara pemerintahan desa di
Kabupaten Badung, Raheni dan Putri (2018) Pengaruh good governance dan
budaya organisasi pada Kinerja aparatur pemerintah  penyelenggara
pemerintahasan desa di Kota Denpasar, Florensia Manengal (2019) Konsep
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Eka Nurmala Sari (2014) Pengaruh budaya



organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta
dampaknya terhadap good governance, dan Sjahruddin Rasul (2000) Penerapan
good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,
Priyatno, Diana dan Afifudin (2017) Pengaruh budaya organisasi terhadap
efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap good
governance (studi kasus pada SKPD di Kota Malang). Penelitian yang dilakukan
oleh Susanto, Yusuf dan Rachmawati (2019) menunjukkan bahwa dalam lembaga
pemerintah di Indonesia pada pemerintah daerah provinsi telah terdapat upaya-
upaya untuk menerapkan good governance dan diambil kesimpulan bahwa faktor
good governance memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dari
penelitian ini pula dapat disimpulkan apabila pemerintah menerapkan good
governance dengan kualitas yang tinggi akan dapat menjamin tercapainya Kinerja
suatu pemerintah daerah. Susanto, Yusuf, dan Rachmawati ini menyarankan
kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas penelitian mengenai

penerapan good governance di pemerintah daerah/kabupaten di Indonesia.

Penelitian ini dipicu oleh keinginan dan dorongan dari Bupati Nganjuk untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Dikutip dari
laman bpkp (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang menyatakan
bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah meraih opini WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) selama tiga tahun berturut-turut, Drs. H. Taufiqurrahman selaku
Kabupaten Nganjuk pada saat itu, memiliki tekad untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik serta tata kelola keuangan yang transparan dan



akuntabel. Karena perencanaan yang baik merupakan hal yang sangat penting
dimana perencanaan yang baik dan didukung dengan pelaksanaannya serta

pelaporannya yang baik maka akan memberikan hasil yang baik juga.

Badan Organisasi Sekretaris Daerah (Setda) mengadakan bimbingan teknis
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) hal ini dilakukan
sebagai pelaksanaan akuntabilitas dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan menerangkan bahwa predikat
nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten
Nganjuk berada di predikat B dengan nilai 67,45 pada tahun 2023 yang mana
predikat tersebut masih jauh dari nilai implementasi SAKIP di kabupaten/kota
lain di Jawa Timur dengan nilai rata-rata 74,03. Untuk itu pihaknya berharap
Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 dan seterusnya dapat meningkatkan dan

mengejar nilai SAKIP kabupaten/kota lainnya.

Dikatakan akuntabel apabila dapat mempertanggungjawabkan Kinerjanya
secara baik dengan patokan dokumen-dokumen perencanaan yang meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra, Renja RKA
dokumen perencanaan lainnya dan Realisasi Anggaran. Sehingga yang dilaporkan

dan paling berkaitan dengan perencanaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi mengenai pengaruh budaya
organisasi serta pentingnya menerapkan Sistem Akuntansi Sektor Publik dalam

pemerintah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
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“Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik

serta dampaknya terhadap Good Governance”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi
sektor publik?

2. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap good
governance?

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap good governance melalui

penerapan akuntansi sektor publik?

1.3 Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka diharapkan tujuan-tujuan dari

penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi
penerapan akuntansi sektor publik

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap
good governance

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap good governance

melalui penerapan akuntansi sektor publik
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dari penelitian yang dilakukan dalam
mengembangkan teori yang terkait untuk menciptakan pemerintahan yang
sesuai dengan panduan akuntansi sektor publik serta menjadikan
pemerintahan sebagai organisasi yang baik serta dapat memberikan pelayanan

sesuai dengan harapan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman pemerintahan dalam
bertugas maupun ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga
menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan teori pada akuntansi sektor

publik.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya

yang telah dilakukan. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan berpedoman dan

merujuk dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan

sebagai dasar pedoman penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N | Nama, Tahun, Variabel Indikator Metode/ Hasil Penelitian

Judul Penelitian | atau Fokus Analisis
Penelitian Data

1. | Muhammad 1. Pelaksanaan | Metode Kurangnya
Ismail, Ari pengaturan penelitian pemahaman yang
Kuncara dana desa dengan dimiliki oleh
Widagdo, Agus 2. Faktor utama | studi kasus. | kepala desa serta
Widodo, 2016, yang aparat pemerintah
Sistem mempengaru desa dan minimnya
Akuntansi hi kualitas kesiapan untuk
Pengelolaan pelaporan melaksanakan UU
Dana Desa keuangan 6/2014.

sektor publik Minimnya
pemahaman serta
kesiapan
dikarenakan
kurangnya
sosialisasi dan
bimbingan oleh
pemerintah.

2. | Yusniyar, Sistem akuntansi Penelitian Sistem akuntansi
Darwanis, dan pemerintahan, kuantitatif pemerintahan dan
Abdullah, 2016, | pengendalian intern, | dengan pengendalian intern
Pengaruh good governance, metode berpengaruh
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penerapan dan kualitas laporan | sensus dan | terhadap good
sistem akuntansi | keuangan data panel governance. Sistem
pemerintahan tidak akuntansi
dan seimbang pemerintahan
pengendalian dan analisis | berpengaruh positif
intern terhadap menggunak | dan lemah terhadap
good an regresi kualitas laporan
governance dan linear keuangan.
dampaknya pada berganda
kualitas laporan
keuangan
Priyatno dan Budaya organisasi, Metode Budaya organisasi
Zanuar, 2017, good governance, sensus berpengaruh
Pengaruh efektivitas, akuntansi | dengan signifikan terhadap
budaya sektor publik metode good governance.
organisasi analisis path | Karena budaya
terhadap organisasi
efektivitas mempengaruhi
penerapan efektivitas
akuntansi sektor penerapan
publik dan akuntansi sektor
dampaknya publik sebagai
terhadap good pedoman
governance. terciptanya
pemerintahan yang
good governance
Mailoor, Sistem akuntansi Purposive Sistem akuntansi
Sondakh dan pemerintahan, sampling pemerintahan,
Gamaliel, 2017, | Kinerja aparatur dengan Kinerja aparatur
Pengaruh sistem | pemerintah, peran memperoleh | pemerintah daerah,
akuntansi aparat pengawasan data melalui | peran APIP, dan
pemerintahan, intern pemerintah, penyebaran | sistem
budaya dan sistem kuesioner pengendalian intern
organisasi, pengendalian intern pemerintah
Kinerja aparatur | pemerintah semuanya memiliki
pemerintah pengaruh positif
daerah, peran dan signifikan
APIP, dan secara statistik
sistem terhadap penerapan

pengendalian
intern
pemerintah
terhadap
penerapan good
governance

good governance.
Sedangkan budaya
organisasi tidak
memiliki pengaruh
yang positif serta
signifikan terhadap
penerapan good
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governance.
Sunarmo, Prinsip-prinsip good | Penelitian Penerapan prinsip
Widianingsih, goverment kuantitatif | good goverment
dan Hidayat, governance, sistem | dengan governance tidak
2018, Penerapan | pengendalian intern | pendekatan | berpengaruh
Prinsip-prinsip | pemerintah, kinerja | deskriptif signifikan terhadap
good goverment | aparatur pemerintah kinerja manajerial
governance, aparatur
sistem pemerintah
pengendalian sedangkan sistem
intern pengendalian intern
pemerintah, dan pemerintah serta
kompetensi kompetensi sumber
SDM terhadap daya manusia
Kinerja aparatur memiliki pengaruh
pemerintah signifikan terhadap
daerah kinerja manajerial

aparatur

pemerintah daerah.
Pengaruh Kejelasan anggaran, | Metode Kejelasan sasaran
kejelasan pengendalian kuantitatif | anggaran
sasaran akuntansi, kinerja dengan uji | digunakan untuk
anggaran dan organisasi sektor regresi meningkatkan
pengendalian publik, akuntabilitas | linier Kinerja para
akuntansi berganda pegawai dan
terhadap Kkinerja pengendalian
organisasi sektor akuntansi
publik dengan diperukan untuk
akuntabilitas mengambil
sebagai variabel tindakan jika
moderasi pada Kinerja yang
badan dilakukan berbeda
pertanahan dengan apa yang
nasional telah direncanakan.
Kabupaten
Malang
Ni Putu Rika 1. Budaya Metode Kinerja aparatur
Raheni, Asri organisasi kuantitatif | pemerintah desa
Dwija Putri, 2. Good dengan data | dipengaruhi oleh
2019, Pengaruh governance utama good governance.
Good 3. Kinerja kuesioner Semakin baik
Governance dan aparatur menggunak | penerapan good
Budaya negara an analisis | governance maka
Organisasi pada pemerintahan | regresi Kinerja aparatur
Kinerja aparatur desa linier pemerintah desa
penyelenggara berganda akan semakin baik.
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pemerintahan

Apabila terjadi

desa di kota kemerosotan pada

Denpasar good governance
maka hasilnya akan
berdampak pada
Kinerja
pemerintahan.

8. | Florensia 1. Konsep Yuridis UNDP
Menangel, 2019, penyelenggar | normatif mengungkapkan
Konsep aan good konsep good
Penyelenggaraa governance governance berupa
n Tata yang bebas penggunaan
Pemerintahan dari Korupsi, wewenang
yang Baik Kolusi dan ekonomi, politik
(Good Nepotisme serta administrasi
Governance) (KKN) untuk mengelola
berdasarkan 2. Sistem urusan negara pada
Undang-Undang pemerintahan semua lapisan.
Nomor 28 yang baik di
Tahun 1999 Indonesia Tindakan

administrasi negara
erat kaitanyya
dengan good
governance secara
terbuka dan saling
mempengaruhi.

9. | Muhammad 1. Komponen- | Pendekatan | Secara signifikan
Ridwan, Mus’id, komponen kuantitatif | kinerja organisasi
2019, Faktor- yang diantaranya
faktor yang mempengaru dipengaruhi oleh
mempengaruhi hi kinerja adanya tujuan yang
Kinerja organisasi jelas dan terarah,
organisasi sektor adanya dorongan
publik kerja, sistem

penilaian kinerja,
desentralisasi, dan
partisipasi
anggaran.

10 | Prabawa, Penerapan sistem Penelitian Penerapan sistem
Karamoy, dan pengendalian kuantitatif | pengendalian intern
Mawikere, internal, dengan berpengaruh positif
2020, Pengaruh | akuntabilitas pendekatan | dan signifikan
sistem pengelolaan deskriptif sedangkan

pengendalian
intern dan

keuangan daerah

akuntabilitas
pengelolaan
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akuntabilitas keuangan daerah
pengelolaan tidak memiliki
keuangan daerah pengaruh yang
terhadap good positif dan
governance signifikan terhadap
(Studi empiris di upaya mewujudkan
Kabupaten good governance.
Minahasa)

Berdasarkan hasil peneilitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa good
governance dalam pemerintahan akan tercapai apabila aparatur pemerintah
melaksanakannya dengan baik serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Dalam pelaksanannya aparatur pemerintah dibantu oleh keseluruhan pejabat
Negara yang bekerja pada setiap instansi pemerintah tidak terkecuali pemerintah
desa. Pemerintah desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dibantu oleh perangkat desa sebagai elemen dalam menyelenggarakan
pemerintahan desa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun

2014.

Kepala desa bersama perangkat desa bertanggungjawab atas pelaksanaan
sistem pemerintahan desa yang baik sehingga terhindar dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme serta memberikan informasi yang bersiat profesional, transparan,
efektif dan efisien serta pelaporan keuangan yang akuntabel. Upaya yang dapat
dilakukan kepala desa dan perangkat desa demi tercapainya tata pemerintahan
yang baik ialah dengan menerapkan good governance. Dengan menggunakan
prinsip tersebut, kepala desa serta beserta perangkatnya akan lebih mudah dalam

menentukan keputusan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
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serta dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan jabatan sehingga dapat

meningkatkan kinerja organisasi.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan
(research gap) adalah banyaknya tuntutan dari masyarakat karena
pertanggungjawaban pemerintahan yang kurang sesuai dengan standar pelaporan
organisasi sektor publik terutama dalam hal transparansi dana serta belum ada
yang melakukan penelitian mengenai hal ini di lokasi yang akan dilakukan
penelitian. Adapun Indonesia sebagai penduduk mayoritas menganut agama
Islam, maka tidak menutup kemungkinan apabila dalam sistem pemerintahan

terdapat perpaduan prinsip dengan prinsip islam dan konvensional.

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya terutama pada
penelitian yang dilakukan oleh Raheni dan Putri (2017) terletak pada variabel
penelitian dan teknik analisis data. Raheni dan Putri (2017) melakukan penelitian
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel good governance,
budaya organisasi dan Kkinerja negara aparatur pemerintahan desa. Sedangkan
penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path) variabel yang digunakan
adalah budaya organisasi, good governance, dan penerapan akuntansi sektor

publik sebagai variabel intervening.

Sedangkan persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Raheni dan Putri
(2017) terhadap penelitian ini adalah sama sama membahas tentang topik good
governance dan budaya organisasi dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Good governance dan budaya organisasi yang dibahas oleh kedua peneliti ini
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merupakan faktor yang memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah
apabila keduanya dilakukan dengan baik maka akan mencapai pemerintahan yang

baik.

Perbedaan lain yang menjadi dasar penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh Susanto (2015) yang mengatakan bahwa good governance tidak
mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah. Terdapat persamaan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Maliol, Sondakh dan Gamaliel (2017) bahwa
budaya organisasi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

penerapan good governance.

2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Teori Legitimasi (Legimitacy Theory)

Dasar pemikiran teori legitimasi yang dikemukakan oleh beberapa
ahli adalah keberadaan suatu organisasi publik akan terus berlanjut apabila
dalam pemerintahan organisasi beroperasi sesuai dengan sistem nilai
dalam masyarakat. Teori ini didasari dengan perjanjian sosial antara
perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan dapat beroperasi dengan
memanfaatkan sumber ekonomi. Adanya perjanjian sosial dikarenakan
timbulnya gejala yang terjadi di lingkungan perusahaan dalam kehidupan
sosial masyarakat agar tercipta kesetaraan dan keseimbangan sehingga
memunculkan persetujuan yang saling melindungi kepentingan kedua

belah pihak.

Secara spesifik teori legitimasi berfokus pada hubungan yang

terjadi antara pemerintah atau organisasi dengan masyarakat. Sehingga hal



19

ini menjadi jembatan untuk strategi organisasi khususnya yang berkaitan
dengan pengakuan diri di tengah masyarakat. Teori ini mengungkapkan
bahwa suatu organisasi secara berkesinambungan harus menjamin telah
melaksanakan tugasnya secara normal sesuai dengan aturan yang berlaku

serta tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

Islamic Corporate Governance (IGC) merupakan sistem tata kelola
suatu perusahaan atau instansi berlandaskan perspektif islam. Saat ini yang
sering dijumpai ialah Good Corporate Governance (GCG) yang
merupakan aspek tata kelola suatu perusahaan atau instansi yang
berlandaskan perspektif konvensional. Perbedaan antara Islamic
Corporate Governance (ICG) dengan Good Corporate Governance
(GCQ) terletak pada landasan yang digunakan. Sesuai dengan namanya,
Islamic Corporate Governance (ICG) menggunakan prinsip berdasarkan
Al-Qur’an dan Hadits, sedangkan Good Corporate Governance (GCG)
menggunakan prinsip yang telah ditetapkan di Indonesia atau sesuai

dengan Standar Akuntansi Sektor Publik.

Pada dasarnya prinsip Good Corporate Governance telah terkandung
dalam prinsip-prinsip Islam. Prinsip dalam Corporate Governance
konvensional diantaranya responsibility, transparansi, akuntabilitas, dan
fairness. Responsibility menunjukkan sifat amanah (dapat dipercaya),
tabligh dan fathonah, transparansi merujuk pada shiddig yang artinya
benar, akuntabilitas menunjukkan sifat shiddig dan amanah, fairness

merujuk pada shiddiq dan amanah. Konsep pemerintahan dalam islam
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dengan konsep konvensional memiliki prinsip yang sama akan tetapi
keduanya tidak bisa dianggap serupa. Karena pedoman hukum yang
digunakan berbeda sehingga berbeda pula cara mewujudkan dan
pengaplikasiannya. Dari perbandingan tersebut prinsip-prinsip yang
diterapkan dalam Corporate Governance Islam lebih bulat daripada

prinsip dalam Corporate Governance konvensional.

Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel yang sering digunakan ialah
budaya organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap good governance

ataupun memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah.

2.2.2 Budaya Organisasi

Budaya merupakan nilai-nilai yang melekat dalam diri manusia yang
dapat mempengaruhi sikap serta perilaku sehari-harinya. Karena setiap
manusia bertindak dalam lingkup kebudayaan.

Organisasi adalah bentuk perserikatan yang setidaknya terdiri dari dua
orang atau lebih untuk bekerja sama demi mewujudkan tujuan yang sama,
terikat secara formal dalam persekutuan. Dalam organisasi setiap orang
melakukan pekerjaan secara bersama-sama secara lebih efektif dan efisien
melalui tindakan yang telah dibagi berdasarkan tugas, wewenang dan
tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi dapat
diartikan pua sebagai kerangka kerja yang memandu perilaku sehari-hari
dan membuat keputusan bagi karyawan dan mengarahkan tindakan mereka

untuk mencapai tujuan organisasi (persada dan amanshur 2022)
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Menurut Yamin (2014) budaya organisasi merupakan kebiasaan-
kebiasaan yang terjadi dalam hierarki organisasi yang mewakili norma-
norma perilaku dan diikuti oleh para anggota dalam organisasi. Sudaryono
(2017) budaya organisasi merupakan tata nilai yang disepakati dan ditaati
oleh seluruh anggota organisasi yang bersifat dinamis dan mampu untuk
meningkatkan kinerja organisasi. Budaya organisasi dapat membangun
langkah manajer dalam pengambilan keputusan termasuk pengawasan
sistem. Sistem kontrol dan struktur kekuasaan dalam perusahaan dapat
mencerminkan pemikiran yang mendasar atas paradigma dari perusahaan.
Dengan paradigma tersebut dapat mempengaruhi perilaku pekerja dalam
menerapkan praktek akuntansi termasuk didalamnya pembentukan
laporan, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga
menghasilkan budaya organisasi yang baik dan tercipta pemerintahan

sesuai dengan good corporate governance.

Usoro dan Adigawe (2014) menyatakan bahwa budaya organisasi
menggambarkan keadaan organisasi yang sesungguhnya dari sebuah
organisasi, budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadkan
organisasi menjadi kuat dan tujuan organisasi dapat tercapai. Raheni dan
Putri (2019:1319) budaya organisasi berpengaruh positif pada kinerja
aparatur penyelenggara pemerintahan desa di Kota Denpasar. Rahardjo
(2016) dan Kusumah (2015) menemukan bahwa budaya organisasi
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Arumsari (2016)

menemukan bahwa semakin kuat budaya organisasi pada KAP maka
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Kinerja auditor yang dihasilkan semakin baik. Budaya organisasi yang baik
menjadi penentu dari tata kelola perusahaan yang baik, berbentuk dan
berkembangnya manajemen, kuatnya tanggungjawab sosial dari instansi

terhadap lingkungan dan semangat untuk menjaga keunggulan instansi.

Konsep Good Governance merupakan konsep dimana pemerintah
yang baik dapat menjungjung nilai-nilai dan kehendak rakyat agar
mencapai pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah
yang baik adalah pemerintah yang memiliki prinsip akuntabilitas,

transparansi, partisipasi dan responsif.

2.2.3 Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi adalah suatu proses pengidentifkasian, pengukuran,

pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu
organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka
mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan
(American Accounting Association, 1966 dalam Halim & Kusufi,
(2016:3). Sedangkan akuntansi sektor publik merupakan organisasi yang
bertujuan mencari keuntungan nonlaba. Kebijakan yang termasuk dalam
akuntansi  sektor  publik  meliputi  proses  manajerial  dan
pertanggungjawaban. Seperti perencanaan, penganggaran, dan legalisasi
anggaran yang menaungi penetapan pos-pos kegiatan beserta anggaran
dananya diatur dalam akuntansi sektor publik, sehingga sering mendapat
julukan sebagai akuntansi dana yang berfokus dalam kegiatan mencari

dana dari publik dan mengalokasikan dana untuk publik.
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Laporan keuangan pemerintah pada dasarnya berbeda dengan laporan
keuangan pada sektor swasta. Perbedaan ini meiputi perbedaan jenis-jenis
laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan,
dan teknik akuntansi yang digunakan. Namun disisi lain juga terdapat
membutuhkan standar

beberapa persamaan antara keduanya yakni

akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan.

Tabel 2.2 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor

Swasta

Laporan Keuangan Sektor Pemerintah

Laporan Keuangan Sektor Swasta

Fokus finansial dan politik e Fokus finansial

Kinerja diukur secara finansial o

dan non-finansial
Pertanggungjawaban kepada
parlemen dan masyarakat luas
Berfokus pada bagian
organisasi

Melihat ke masa depan secara
detail

Aturan pelaporan ditentukan
oleh departemen keuangan
Laporan diperiksa oleh
Treasury Cash Accounting

Sebagian besar diukur secara
finansial
Pertanggungjawaban kepada
pemegang saham dan kreditur
Berfokus pada organisasi
secara keseluruhan

Tidak dapat melihat masa
depan secara detail

Aturan pelaporan ditentukan
oleh undang-undang, standar
akuntansi, pasar modal, dan
praktis akuntansi

Laporan keuangan diperiksa
oeh auditor independen

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama dalam penyusunan
laporan keuangan sebagai salah satu wujud pelaksanaan akuntabilitas
publik. Akuntansi dan laporan keuangan memiliki makna sebagai suatu
proses pengumpulan, pengolahan, dan sebagai alat penghubung informasi

yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan serta untuk menilai kinerja
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sebuah organisasi. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam sektor
publik tidak hanya mengacu pada informasi keuangan yang dihasilkan dari
sistem akuntansi keuangan, namun juga menyediakan informasi non-
moneter seperti output pelayanan yang menjadi pertimbangan dalam

pembuatan keputusan.

Pemerintah desa sebagai pelaku instansi sektor publik yang
dipengaruhi oleh faktor lingkungan memiliki ciri tersendiri dengan
organisasi sektor swasta. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi

sektor publik:

1. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi organisasi sektor publik
sebagai berikut:
a. Perkembangan ekonomi
b. Tingkat inflasi
c. Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)
d. Tenaga kerja
e. Pinjaman dan pertolongan luar negeri
f. Berkembangnya teknologi
2. Faktor politik termasuk salah satu faktor yang juga menguasai organisasi
sektor publik adalah sebagai berikut:
a. Jenis pemerintahan yang lebih berkuasa
b. Ideologi negara
c. Hubungan yang terjalin antara negara dan masyarakat

d. Hubungan internasional
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e. Kelembagaan
3. Faktor kultural
a. Keberagaman suku, bahasa, ras budaya dan agama
b. Sistem nilai di masyarakat
c. Sosiologi masyarakat
d. Tingkat pendidikan
4. Faktor demografi
a. Pertumbuhan penduduk
b. Struktur usia penduduk
c. Migrasi

d. Tingkat kesehatan

Akuntansi sektor publik menurut islam merupakan wujud dalam bentuk
akuntabilitas publik yang terdiri dari akuntabilitas vertikal dan horizontal.
Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi,
sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas
atau terhadap sesama lembaga yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.
Akuntabilitas dan transparansi merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan,
karena apabila tidak ada transparansi dalam suatu entitas maka tidak akan

mungkin terdapat akuntabilitas (Juniaswati)

Dalam perspektif syariah islam pengelolaan keuangan publik harus
dilakukan dengan azas transparansi, jujur dan berkeadilan demi untuk
kemaslahatan masyarakat banyak. Konteks pengelolaan keuangan publik, meliputi

tiga konsep penting yaitu: kebijakan yang baik dari pihak pengelola, kerjasama
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yang solid, dan program kerja yang dinamis dan konstektual. Diantara mekanisme
Qur’ani agar tercipta kebijakan yang baik dari pihak pengelola adalah publik
harus mengoptimalkan tiga peran utama, yaitu mengajak pada kebaikan dan

melarang kemungkaran.

2.2.4 Good Governance
Arti good governance sering dikatakan sebagai kepemerintahan

yang baik dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif untuk tujuan
organisasi dengan menjaga sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan
swasta. United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan
good governance sebagai “Kepemerintahan adalah pengimplementasian
kewenangan pada bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk
mengandalikan berbagai urusan negara pada semua tingkatan termasuk
menjalankan kebijakan negara untuk mendukung terciptanya kondisi
kesejahteraan, integritas sosial dan masyarakat”. UNDP menyampaikan
sembilan prinsip sebagai karakteristik good governance yaitu: partisipasi,
rule of law, transparansi, responsiveness, consensus orientation, equity,

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, strategic vision.

Good governance menurut masyarakat memiliki makna dan
pandangan yang berbeda-berbeda tergantung pada konteksnya. Namun
pada intinya, good governance memiliki karakteristik yang melekat dalam
prakteknya. Pada prakteknya, good governance harus dapat memberikan
ruang kepada pelaku lembaga non-pemerintah untuk berperan serta dalam

kegiatan pemerintahan sehingga menimbulkan sinergi antara lembaga
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pemerintah dengan non-pemerintah, dalam sisi lain good governance
memiliki nilai-nilai yang menjadikan pemerintah untuk bekerja secara
efektif demi mewujudkan kesejahteraan bersama yang memuat nilai-nilai
efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi poin utama. Good
governance dalam perspektif lain juga diartikan sebagai praktek
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berorientasi pada

kepentingan publik.

Dalam praktek lain, good governance adalah praktek
penyelenggaraan negara yang bersin dan bebas dari korupsi serta
berorientasi pada kepentingan umum. Praktek penyelenggaraan negara
dinilai baik apabila mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan
akuntabilitas publik (Hoesada, 2016:121). Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Syafrion (2015), dan Ristianti (2014) menunjukkan bahwa
penerapan good governance dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh
pengelolaan keuangan daerah. Prayitno, Diana dan Afifudin (2017) pada
penelitiannya bahwa good governance juga dipengaruhi oleh efektivitas

penerapan akuntansi sektor publik.

Dalam pandangan hukum islam, good governance merupakan
gerakan ijtihadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang
baik menggunakan konsep maslahat mursalah yang sesuai dengan tempat
dan keadaan demi mewujudkan kemaslahatan dalam pemerintahan,

sehingga menciptakan pemerintahan yang baik karena kebijakan-kebijakan
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yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang

dipimpinnya.

Dalam perspektif islam, good governance dapat dikatakan sebagai
sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai masalah yang
menjadi tujuan syari’at. Masalah tersebut adaah terciptanya suatu
penyelenggaraan ~ manajemen  pembangunan  yang solid dan
bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang
efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi serta pencegahan korupsi
baik secara poitik maupun administratif. Maka dapat disimpulkan bahwa
pemerintah yang sesuai dengan konsep good governance merupakan
pemerintah yang taat dengan hukum dan undang-undang seperti yang

dijelaskan dalam Al-Qur’an berikut:

- . L@ PR r a3 NP A
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“Orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka
menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf,

dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala
urusan” (OS. Al-Hajj, 22:41)

Dalam konsep good governance pemerintah yang baik adalah
terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana dalam
islam dijelaskan pula bahwa seorang penguasa, hakim ataupun aparat
pemerintah lainnya tidak diperbolehkan menerima suap dengan maksud

untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang
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seharusnya diputuskan tanpa pembayaran daam bentuk apapun. Allah
SWT berfirman dalam surah al-Bagarah ayat 188:

252
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“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui ” (OS. Al-Baqgarah, 2:188)

2.3 Kerangka Konseptual
Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan teori-teori yang telah

dijabarkan, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual

Budaya » Penerapan ASP
Organisasi (X) 2
Good /
Governance
Sumber: Data Diolah Peneliti (Y)

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Sugiyono adalah asumsi sementara terhadap rumusan
masalah penelitian (2018:63). Secara literal hipotesis diterjemahkan dengan
suatu pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara atau bersifat belum final
sehingga masih membutuhkan tindakan untuk dibuktikan kebenarannya
melalui pemeriksaan ilmiah. Penting untuk diketahui bahwa apa yang
diutarakan dalam hipotesis adalah dugaan sementara yang diyakini besar

kemungkinannya untuk menjadi jawaban benar.
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Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis dalam

penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi
Sektor Publik

Stephen B. Salter dan Frederick Niswander (1995) dalam Sari
(2017:29) menyatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi
seseorang secara aktual dalam pembuatan pelaporan keuangan. Secara
keseluruhan dari hasil keputusan pengungkapan lainnya diperlukan
tindakan pemeriksaan dalam penetapan dampak riil dari kultur dan
pelaporan keuangan disusun sesuai Standar Pelaporan Keuangan
Internasional. Budaya dan lingkungan merupakan faktor yang saling
melekat sehingga membentuk konteks dimana akuntansi berjalan dan
budaya organisasi akan diakui karena budaya organisasi termaasuk
komponen penting dari literatur akuntansi internasional. Penelitian
yang dilakukan oleh (Priyatno & Zanuar, 2017) menunjukkan bahwa
secara signifikan praktek akuntansi sektor publik mendapat pengaruh
dari budaya organisasi. Perilaku organisasi menegaskan bahwa
perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi
adalah awal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi mendarsarkan
diri pada ilmu perilaku yang dikembangkan dengan pusat perhatian
oleh dua komponen yakni individu-individu yang berperilaku dan

organisasi formal sebagai wadah perilaku.
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Berdasarkan penjabaran dan penelitian terdahulu, maka dapat

disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hi: Budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi

sektor publik

2.4.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Good
Governace

Good governance apabila diartikan dalam bahasa sehari-hari
adalah tata pemerintahan yang baik. Maksudnya ialah masyarakat
menuntut aparatur pemerintah dalam menjalankan perintah negara
sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini
pemerintah sebagai pelaku organisasi sektor publik merupakan
perwakilan rakyat yang bekerja untuk rakyat serta bertanggungjawab
kepada rakyat dan negara. Aparatur pemerintah bertanggungjawab
mengenai keuangan serta pengaturan pengelolaan yang mana diatur
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
mengatakan bahwa pengembangan dan pengaplikasian sektor publik
sangat urgent untuk dilakukan sebagai senjata untuk melakukan
transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik demi terciptanya

good governance. . Karakteristik organisasi publik:

1. Mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

2. Tidak bertujuan mencari keuntungan materi
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3. Pembiayaan organisasi bersumber dari pemungutan atau
pembayaran pajak oleh rakyat atau retribusi

4. Organisasi publik negara dapat memaksa warga negara untuk
membayar pajak, didenda/dihukum saksi

5. Peraturan pemerintah berlaku untuk seluruh warga negara dan

menghukum atau memberikan sanksi bagi yang melanggar

Berdasarkan penjabaran dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat

disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H>: Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap good

governance

2.4.3 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Good Governance melalui
Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan bentuk akuntabilitas, transparansi,
dan prediktabilitas kinerja organisasi. Menjadi kewajiban utama dalam
melaksanakan pelaporan pemerintahan sesuai akuntansi sektor publik bagi
lembaga publik yang menginginkan transparansi, keterbukaan, berlaku
adil, tidak memihak kepada golongan tertentu Christeen dkk., (2007)
dalam Halim & Kusufi (2016:15). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik merupakan hal
yang penting untuk dilakukan agar membentuk budaya organisasi yang

baik sehingga menciptakan pemerintahan yang good governance.
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Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk hipotesis dalam penelitian ini

sebagai berikut:

Hs: Budaya organisasi berpengaruh terhadap good governance melalui

penerapan akuntansi sektor publik secara tidak langsung.



BAB 1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan
kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat positivisme, yang dipakai untuk meneliti populasi atau sampel
tertentu, dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta
analisis data bersifat kuantitatif/statistik, untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan (Sugiyono, 2017:8). Pengertian lain dari pendekatan kuantitatif adalah
mengumpulkan data berwujud data kuantitatif atau data lain yang sejenis yang
dapat dikuantitatifkan serta dapat diolah menggunakan teknik statisik. Pendekatan
kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diramal dan realitas sosial,

objektif dan dapat diukur.

3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan responden Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang bertugas di Kabupaten Nganjuk. Kuesioner akan dibagikan kepada

responden di tingkat kecamatan atau kedudukan lain yang setingkat.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono adalah kawasan generalisasi yang terdiri atas
obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan ciri-ciri khusus yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (2017:80). Berdasarkan

pernyataan tersebut, dapat disimpulkan yang akan menjadi populasi dalam

34
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penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kabupaten Nganjuk dengan responden utama Kepala Pemerintahan tingkat
Kecamatan atau satuan lain yang setingkat dengan seluruh populasi sebanyak 80

responden yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara..

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi merupakan
pengertian Sampel menurut Sugiyono (2017:81) dengan begitu peneliti akan lebih

mudah untuk menentukan sampelnya.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling, dimana penelitian ini dilakukan kepada perangkat daerah

yang memenubhi target dengan kriteria-kriteria tertentu, seperti:

a) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk

b) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ruang lingkupnya adalah Kecamatan
se-Kabupaten Nganjuk

c) Responden merupakan anggota SKPD yang menjabat sebagai Camat,
Sekretaris Camat, Kasubag Umum dan Kasubag Program Evaluasi dan

Keuangan.

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode survei adalah satu bentuk teknik
penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang,
melalui pertanyaan-pertanyaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber yang digunakan merupakan data
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primer. Data primer didapat dari responden secara langsung dengan teknik

kuesioner, wawancara dan observasi.

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan terhadap fenomena
yang terjadi dengan mengumpulkan dan menyusun data kemudian menafsirkan
secara deskriptif. Analisis deskriptif dapat bersifat gambaran refleksi atau

membandingkan persamaan dan perbedaan kasus/perbedaan tertentu.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan dan penganalisisan data ialah peringkat penting untuk
menjamin kejayaan atau kegagalan sesuatu kajian Jainabee (2005) dalam Samsu
(2017:136). Dalam penelitian kuantitatif metode pengumpulan data dilakukan
melalui angket (questionnare) atau tes (test). Adapun teknik pengumpulan data

yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan merupakan penyusunan laporan dengan sumber
kepustakaan. Peneliti mencari informasi terkait dengan topik yang akan
diteliti dengan mengumpulkan data-data seperti buku-buku, catatan-catatan

serta literatur lain sesuai topik yang akan dibahas.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan,

maka peneliti perlu menggunakan teknik ini untuk menunjang penelitian yang
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akan dilakukan. Cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data melalui

penelitian lapangan sebagai berikut:

c. Wawancara (Interview)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan seputar topik penelitian kepada responden atau pihak langsung

yang bersangkutan.

d. Pengamatan Langsung (Observation)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung
dilakukan untuk memperoleh data melalui peninjauan langsung di lapangan

serta meyakinkan bahwa data yang telah diperoleh benar adanya.

e. Kuesioner (Questionnare)

Yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang

diperoleh dari responden yang berbentuk kuesioner.

3.7 Operasional Variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi variabel X (Budaya
organisasi), variabel Y (Good governance), dan variabel Z (Penerapan akuntansi
sektor publik). Variabel-variabel ini akan dioperasionalisasi berdasarkan dimensi,
indikator, ukuran dan skala penelitian. Operasional variabel digunakan oleh
peneliti sebagai dasar untuk menyusun instrumen kuesioner. Menurut Sekaran
(2017:70) “Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mengubah nilai.

Nilai dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama atau
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pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda”. Maka dapat
disimpulkan variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Variabel Bebas/Independen (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab timbulnya perubahan atau munculnya variabel dependen
(terikat) adalah definisi variabel bebas menurut Sugiyono (2017:39).
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Budaya Organisasi (X).
Menurut Sudaryono (2017) bahwa budaya organisasi merupakan tata nilai
yang telah disepakati dan ditaati oleh seluruh anggota organisasi yang
bersifat dinamis dan mampu untuk meningkatkan produktivitas organisasi.
Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah profesionalisme,
keteraturan, permusuhan/konflik dan integritas .

Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang timbul
akibat penerapannya dan telah dikembangkan bersama sebagai acuan
perilaku pegawai dalam organisasi. Indikator dari budaya organisasi
meliputi inovasi, perhatian pada hal-hal rinci, orientasi pada individu,
orientasi pada hasil serta orientasi bersama (Robbins dan Judge, 2016).
Menurut Mardiasmo setidaknya terdapat tiga hal yang dapat diperankan
oleh akuntansi sektor publik yakni penciptaan transparansi, akuntabilitas
publik, serta efektivitas dan efisiensi.

b. Variabel Terikat/Dependen (Y)
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Variabel terikat merupakan variabel yang mendapatkan pengaruh
atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:38).
Untuk variabel dependen penelitian ini merupakan Good Governance (Y).
Konsep governance lebih mengacu kepada cara suatu bangsa dalam
menyikapi kekuasaan dan mengelola sumberdaya serta mengatasi masalah
yang dihadapi masyarakat. Indikator yang digunakan dalam variabel good
governance ini ialah akuntabilitas publik dan transparansi. Kuesioner yang
digunakan merupakan kuesioner yang telah digunakan dalam penelitian
dan dikembangkan menyesuiakn kebutuhan penelitian.

Variabel Mediasi/Intervening (Z)

Variabel mediasi adalah “Variabel perantara yang terletak diantara
variabel independen dengan variabel dependen sehingga secara tidak
langsung variabel dependen telah mempengaruhi perubahan ataupun
adanya variabel dependen baru” (Sugiyono, 2017:40).

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi
Sektor Publik (Z). Mahsun et al. (2016:5) mengemukakan bahwa sektor
publik seringkali dipahami sebagai sesuatu yang berurusan dengan
kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang
dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dalam
hukum. Mahsun juga mengatakan bahwa standar akuntansi sektor publik
adalan prinsip akuntansi yang diterpakan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan organisasi sektor publik (2016:47). Sehingga sebagai

penyelenggaraan ~ manajemen  pemerintahan  yang  baik  dan
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bertanggungjawab maka indikator yang digunakan meliputi transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat
disimpulkan indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
integrasi informasi yang memadai, pembentukan laporan keuangan,
penyebaran laporan keuangan yang efektif: dan informasi akuntansi yang
dipercaya. Secara singkat operasional variabel dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Operasional Variabel

Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala No.
Item
Budaya Profesionalisme | Kemampuan interval BO1
Organisasi (X) aparatur dalam
menjalankan
"Tata nilai yang amanat yang sudah
disepakati dan diberikan
sel(i I:Sﬂt;r?ézr;ta Kemampuan interval BO2
organisasi yang aparat_ur Qalam
bersifat dinamis bekerja sesuai kode
etik dan perilaku
dan mampu untuk
meningkatkan
Kinerja organisasi" | Keteraturan Menyelenggarakan | interval BO3
pemerintah daerah
Sudaryono (2017) dengan
berpedoman pada
asas
penyelenggaraan
pemerintahan
negara
Dapat interval BO4
bertanggungjawab

atas amanat yang
diberikan
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Konflik Upaya yang | interval BO5
dilakukan  dalam
menangani  setiap
permasalahan
Menerima  kritik | interval BO6
dan saran secara
terbuka
Integritas Memiliki sifat | interval BO7
pekerja keras, taat
terhadap asas
berjiwa kreatif dan
inovatif
Keselarasan antara | interval BO8
pikiran, perkataan
serta perbuatan
Good Akuntabilitas Bertanggungjawab | interval GG1
Governance (Y) | Publik atas segala
aktivitas dan
"Praktek kegiatan serta
penyelenggaraan mensosialisasikan
dinilai baik secara terbuka
apabila mampu Memberikan interval GG2
mewujudkan informasi yang
transparansi, akurat kepada
budaya hukum, pihak yang
dan akuntabilitas membutuhkan
publik” Masyarakat dapat | interval GG3
memperoleh
Hoesada informasi  tentang
(2016:121) program serta
kegiatan yang
diadakan aparatur
Memberikan interval GG4
berbagai manfaat
yang dapat
dirasakan langsung
oleh masyarakat
Transparansi Memberikan interval GGbH
informasi yang
jelas kepada
masyarakat

mengenai barang,
jasa, dan atau
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pelayanan
administratif yang
disediakan oleh
pemerintah

Melaporkan segala
bentuk kecurangan
baik secara
administratif

interval

GG6

Tingkat
keterbukaan dalam
pertangungjawaban

interval

GG7

Penerapan
Akuntansi Sektor
Publik (2)

"Proses
pengidentifikasian,
pengukuran,
pencatatan dan
pelaporan
transaksi ekonomi
dalam rangka
mengambil
keputusan oleh
pihak yang
membutuhkan”

Halim&Kusufi
(2016:3)

Integrasi
informasi yang
memadai

Memiliki
yang
menyajikan
informasi
menyeluruh

sistem
mampu

secara

interval

PAS1

Menyajikan
informasi
keuangan
sesuai

yang

interval

PAS2

Pembentukan
laporan
keuangan

Menyajikan
informasi
keuangan daerah
yang bermanfaat
bagi manajer
publik daerah
untuk pengambilan
keputusan

interval

PAS3

Menghasilkan
laporan keuangan
sebagai alat untuk
memprediksi
kejadian yang akan
datang

interval

PAS4

Penyebaran
laporan
keuangan yang
efektif

Memberikan
laporan keuangan
kepada pihak-
pihak yang
membutuhkan

interval

PAS5
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terhadap  laporan
keuangan  untuk

Melakukan analisis | interval PAS6

dinilai

kebenarannya
Informasi Memberika interval PAS7
akuntansi yang | informasi tentang
dipercaya laporan keuangan

tanpa

mementingkan
pihak tertentu

informasi
akuntansi yang
dapat diuji, netral
serta menyajikan
data yang
sebenarnya

Menampilkan interval PAS8

3.8 Analisis Data

Analisi data merupakan kegiatan mengelompokkan data menurut variabel dan
jenis responden, mentabulasi data menurut variabel dari seluruh responden,
menyajikan data tiap variabel yang diteliti, serta melakukan perhitungan untuk
menemukan jawaban atas rumusan masalah (Sugiyono, 2017:207). Dalam
penelitian ini, semua jawaban dianalisis menggunakan statistik untuk
mendapatkan hasil yang bermanfaat mengenaik topik yang diteliti. Adapun

analisis yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif diperlukan dalam penyajian data, ukuran tendensi
sentral, dan ukuran penyeberan penyajian data, yaitu daftar distribusi dan
histogram. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau
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lebi tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”
(Sugiyono, 2014:91). Merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis
data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah
terkumpul. Proses analisis pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

a. Menyebar kuesioner kepada responden yang menjadi sampel seperti
yang telah ditentukan

b. Mengambil hasil jawaban kuesioner dari responden

c. Data yang telah diisi oleh responden dari hasil kuesioner, kemudian
ditabulasikan dalam bentuk data kuantitatif

d. Jawaban dalam tiap responden ditampilkan dalam tabel distribusi

3.8.2 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif adalah metode penelitian dimana akan
memunculkan informasi baru terhadap hipotesis yang diajukan untuk
diketahui apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut (Sugiyono,

2014:54).

Metode analisis verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis jalur (path analysis). Analisis yang dilakukan adalah
konstruk yang akan diuji apakah teruji secara empiris atau tidak serta
untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung atas

variabel bebas terhadap variabel terikat.
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3.8.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam penelitian untuk
menguji instrumen penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
apakah setiap instrumen yang digunakan apakah layak atau tidak untuk

dipakai dalam penelitian.

Uji validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh
peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek
penelitian (Sugiyono, 2018:267). Pengujian ini dilakukan untuk mengukur
sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut.

Syarat minimum untuk mengungkapkan bahwa suatu butir
instrumen tersebut valid adalah nilai indeks validitasnya <0.3 dan apabila
koefisien korelasi Pearson Product Moment <r tabel atau 0,3 harus

diperbaiki karena dianggap tidak valid.

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan apakah instrumen
yang dipakai reliable atau tidak. Menurut Sugiyono (2014:182) yang
dimaksud reliabilitas adalah “Sejauh mana hasil pengukuran dengan
menggunakan obyek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama

pula”.
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3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis terdapat tahapan yang harus
dilakukan yaitu melakukan uji asumsi klasik dengan tujuan agar dapat
memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki

ketepatan estimasi, tidak bias dan konsisten.

a. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:333) uji normalitas
bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dengan
variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji
normalitas menggunakan uji  Kolmogorov-Smirnov  dengan
ketentuan yang berlaku apabila nilai signifikan >0,05 maka

residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:331) pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi variabel independen atau variabel bebas. Untuk
mengetahui apakah terdapat mulikolinieritas pada model regresi
dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation
factor (VIF) apabila nilainya <10 dan toleransi >0,1 maka tidak

ada masalah dalam multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas
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Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:321) pengujian ini dilakukan
untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

3.8.5 Analisis Jalur (Path Analysis)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk
menguji hipotesis adalah analisis jalur (path analysis). Metode analisis
jalur digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel eksogenus
tehadap variabel endogenus, karena hubungan sebab-akibat antar variabel
yang hendak diuji disusun atas dasar kerangka teoritis tertentu yang

mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel tersebut.
Menurut (Riduwan & Kuncoro, 2014:2) model analisis jalur digunakan
untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan maksud untuk
mengetahui pengaruh langsung ataupun tidak langsung seperangkat

variabel independen (eksogen) terhadap variabel dependen (endogen).

Pada penelitian ini menggunakan variabe dependen yaitu Good
Governance (Y) dan Penerapan akuntansi Sektor Publik (Z) dengan
variabel independen Budaya Organisasi (X). Maka dapat dirumuskan
model penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.1 Model Penelitian

€1 &2
l PY€1 l pZe
X LPyx ., z [rzy, v

PZX
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Sumber: Data diolah penulis

Dalam perumusan di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Sub struktur 1: Y = Pyx. X + €1

Sub struktur 2 : Z = Pzx. X + €2

Sub struktur 3:Z =Pzv.Y + €2

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis dan memastikan
pengaruh budaya organisasi terhadap penerapan akuntansi sektor publik
serta dampaknya teerhadap good governance. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan bantuan komputer berupa software program

statistik untuk menganalisis data dengan aplikasi SPSS versi 23.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pemerintahan dibentuk untuk menjalankan sistem-sistem kepemerintahan
termasuk di dalamnya melayani masyarakat dalam mengembangkan kemampuan
serta kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pemerintah tidak
berfokus pada kepentingan mencari laba, akan tetapi dapat memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat dan menjaga sistem ketertiban di mana masyarakat
dapat menjalani hidupnya secara wajar. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
tidak terlepas dari aktivitas yang terorganisasi, berdasarkan kedaulatan dan
berlandaskan dasar negara untuk mencapai tujuan negara. Adanya pemerintahan
yang baik dan kuat, juga tidak terhindar dari peran masyarakat yang ikut
menunjang penyelenggaraan pemerintah demi memberikan pelayanan terbaik

bagi masyarakat.

Kecamatan merupakan wilayah administratif di bawah naungan kabupaten
yang dipimpin oleh seorang camat dengan wilayah kerja tertentu. Kecamatan
membawahi beberapa desa dan atau kelurahan. Dalam menjalankan tugas sebagai

camat, biasanya dibantu oleh sekretaris camat atau dikenal dengan sekcam.

Camat diangkat oleh bupati/walikota yang telah terdaftar menjadi pegawai

negeri sipil serta memenuhi persyaratan menjadi camat dan menguasai
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pengetahuan teknis. Selain sekcam, camat dibantu oleh perangkat kecamatan
dalam menjalankan tugasnya. Perangkat kecamatan bertanggungjawab kepada
camat lalu camat mempertanggungjawabkan tugasnya kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, sehingga sebagai seorang camat tidak

dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan amanah sebagai camat.

Dari 80 bendel kuesioner yang dibagikan kepada 20 kecamatan hanya 55
bendel kuesioner yang kembali, dimana terdapat 4 Kecamatan yang tidak
merespon ataupun mengembalikan kuesioner dikarenakan melewati waktu yang
telah ditentukan peneliti yakni selama 2 bulan, terdapat 3 SKPD yang hanya
mengembalikan 2 bendel kuesioner, 1 SKPD yang mengembalikan 1 kuesioner,
sehingga kuesioner yang kembali berasal dari 16 SKPD pada tingkat Kecamatan
di Kabupaten Nganjuk. Sehingga jumlah kesioner yang digunakan untuk alat
analisis adalah sebanyak 12 SKPD dikalikan 4, 3 SKPD dikalikan 2, dan 1 SKPD

sehingga hasilnya sama dengan 55 bendel kuesioner.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analsisis statistik deskriptif digunakan untuk menjabarkan secara umum data-
data yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat dilakukan peninjauan. Dalam
pengujian data pada penelitian ini menggunakan aplikasi software SPSS versi 23. Adapun
variabel dependen yang digunakan adalah Good Governance dan budaya organisasi
sebagai variabel independen dengan variabel intervening penerapan akuntansi sektor
publik. Dengan dilakukan penelitian ini, dapat diketahui hubungan yang terjadi antara

budaya organisasi dengan penerapan akuntansi sektor publik,hubungan antara penerapan
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akuntansi sektor publik dengan good governance ataupun pengaruh budaya organisasi

terhadap good governance melalui penerapan akuntansi sektor publik.

4.1.3 Uji Validitas

Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran
ukurnya. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa cermat suatu uji dalam
melakukan fungsinya, apakah alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang
perlu diukur. Hasil dari pengujian validitas dapat menentukan sah atau tidaknya

setiap pertanyan-pertanyaan yang digunakan dalam instrumen penelitian.

Kriteria dalam uji validitas adalah dengan membandingkan nilai r hitung (Pearson
Correlation) terhadap nilai r tabel dan hasilnya dapat digunakan untuk
mengetahui apakah instrumen tersebut layak dijadikan sebagai instrumen dalam

penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan analisis data menggunakan nilai r hitung (Pearson
Correlation) dengan N of items 23 pada taraf signifikansi 0,05 dan r tabel 0,361
memperoleh hasil bahwa 23 butir soal memiliki r hitung > r tabel. Dengan

demikian 23 butir soal dikatakan memiliki tingkat validitas cukup.

Hasil uji validitas kuesioner X, Y dan variabel Z penelitian ini sebagai

berikut:

Tabel 4.1 Uji Validitas Budaya Organisasi (X)

Item Pertanyaan | Nilai R Tabel | Nilai R Hitung | Keterangan

X.1 0,361 0,712 VALID

X.2 0,361 0,733 VALID

X.3 0,361 0,669 VALID
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X.4 0,361 0,688 VALID
X.5 0,361 0,630 VALID
X.6 0,361 0,654 VALID
X.7 0,361 0,538 VALID
X.8 0,361 0,629 VALID

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel
Budaya Organisasi (X) memiliki r hitung > r tabel dengan nilai r tabel sebesar
0,361 yang menyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel X
dinyatakan valid. Nilai r tabel diperoleh dari distribusi r tabel dengan signifikansi
5%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Budaya

Organisasi (X) valid dan layak dilanjutkan untuk uji reliabilitas.

Tabel 4.2 Uji Validitas Good Governance (Y)

Item Pertanyaan | Nilai R Tabel | Nilai R Hitung | Keterangan
Y.l 0,361 0,698 VALID
Y.2 0,361 0,720 VALID
Y.3 0,361 0,705 VALID
Y.4 0,361 0,680 VALID
Y.5 0,361 0,665 VALID
Y.6 0,361 0,690 VALID
Y.7 0,361 0,586 VALID

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel
Good Governance (Y) memiliki r hitung > r tabel dengan nilai r tabel 0,361
menyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Y dinyatakan valid.

Nilai r tabel diperoleh dari distribusi r tabel dengan signifikansi 5%. Berdasarkan
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data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Good Governance (Y) valid dan

layak dilanjutkan untuk uji reliabilitas.

Tabel 4.3 Uji Validitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Item Pertanyaan | Nilai R Tabel | Nilai R Hitung | Keterangan
Z1 0,361 0,693 VALID
Z2 0,361 0,799 VALID
Z.3 0,361 0,603 VALID
ZA4 0,361 0,686 VALID
Z.5 0,361 0,554 VALID
Z.6 0,361 0,702 VALID
Z7 0,361 0,642 VALID
Z.8 0,361 0,738 VALID

Sumber: data diolah SPSS, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (YY) memiliki r hitung > r tabel dengan nilai r
tabel 0,361 menyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel Z
dinyatakan valid. Nilai r tabel diperoleh dari distribusi r tabel dengan signifikansi
5%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan

Akuntansi Sektor Publik (Z) valid dan layak dilanjutkan untuk uji reliabilitas.

4.1.4 Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil suatu
pengukuran yang digunakan tetap bersifat terpercaya serta terbebas dari kesalahan
pengukuran. Uji reliabilitas juga dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen

yang digunakan dapat diandalkan atau bersifat tangguh.
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Uji reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai Cronbach’s
alpha dengan taraf signifikasi. Apabila hasil dari Cronbach’s alpha > tingkat
signifikan, maka instrumen dikatakan reliabel dan begitupun sebaliknya. Dalam
uji reliabilitas, pertanyaan yang digunakan dalam instrumen harus sudah
dilakukan uji validitas dan dinyatakan valid. Apabila hasil dari uji reliabilitas
tidak reliabel, maka instrumen dengan variabel tersebut tidak dapat digunakan

dalam mendukung penelitian.

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan
1 X 0,811 Reliabel
2 Y 0,801 Reliabel
3 Z 0,832 Reliabel

Sumber: data diolah peneliti

Hasil analisis yang dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s alpha
menunjukkan bahwa 23 butir soal mempunyai tingkat koefisien alpha > 0,60
sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. Uji reliabilitas yang
dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel Budaya Organisasi memiliki nilai
Cronbach’s Alpha senilai 0,811. Variabel Good Governance memiliki nilai
Cronbach’s Alpha sebesar 0,801 sedangkan nilai Cronbach’s Alpha dari variabel
Penerapan Akuntansi Sektor Publik menunjukkan nilai sebesar 0,832. Seluruh
variabel memiliki hasil Cronbach’s Alpha > 0,60 yang membuktikan bahwa

seluruh item pertanyaan secara konsistensi memiliki reliabilitas.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik
Pengujian ini dilakukan untuk mempeorleh hubungan yang terjadi antara

sebab dan akibat dalam suatu variabel. Sebelum melakukan pengujian asumsi
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klasik akan dilakukan pengujian terhadap variabel yang digunakan dalam
penelitian dengan teknik uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji asumsi klasik
terdapat 3 pengujian yang dilakukan yakni uji normalitas, uji multikolinieritas dan

uji heteroskedastisitas.

4.1.5.1 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi
ditemukan adanya hubungan antara variabel bebas. Model regresi dikatakan baik
apabila tidak terjadi korelasi dari hasil multikolinieritas. Berikut tabel hasil

pengujian mulitikolinieritas dalam penelitian ini.

4.5 Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients?

Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 Budaya_Organisasi ,700 1,429
Penerapan_ASP ,700 1,429

a. Dependent Variable: Good_Governance
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya ataupun
dari nilai VIF. Apabila nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF <10 maka tidak terjadi
multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinieritas
dalam penelitian ini terpenuhi atau dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas

dalam penelitian ini.
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4.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terdapat ketidaksmaan variansi dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Dikatakan heteroskedastisitas apabila variansi dari residual satu
pengamatan ke pengatan lain berbeda, namun jika variansi resiudal pengamatan
satu ke pengamatan lain tetap maka dinamakan homoskesdastisitas. Model regresi
yang baik merupakan model regresi yang bersifat homoskesdastisitas atau tidak

terjadi heteroskedastisitas.

Oleh karena itu untuk mengetahui variansi residual satu pengamatan ke
pengamatan lain agar tidak terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan pengujian
dengan Uji Glejser untuk melihat nilai signifikansi seluruh variabel. Pengujian
Glejser dilakukan dengan cara mengabsolutkan variabel dependen, lalu
meregresinya terhadap variabel independen. Apabila hasil dari pengujian tidak
terdapat variabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah

ini.
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -2,821 2,617 -1,078 ,286
Budaya_Organisasi ,152 ,083 , 297 1,839 ,072
Penerapan_ASP -,040 ,076 -,084| -,521 ,605
Unstandardized Residual -,042 , 101 -,057| -,419 677
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a. Dependent Variable: ABS_TEST
Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan tidak terjadi

gejala heteroskedastisitas atau asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.1.6. Uji Analysis Path (Analisis Jalur)

Uji Analisis Jalur digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hubungan
variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara langsung ataupun
tidak langsung. Pada penelitian ini akan menguji B seberapa jauh hubungan
sebab-akibat antara budaya organisasi terhadap penerapan akuntansi sektor publik,
pengaruh budaya organisasi terhadap good governance, serta pengaruh budaya

organisasi terhadap good governance melalui penerapan akauntansi sektor publik.

4.1.6.1 Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap
Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh
antara budaya organisasi dengan penerapan akuntansi sektor publik. Hasil analisis

dengan bantuan software SPSS disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 7 Koefisien Jalur Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan
Akuntansi Sektor Publik

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 13,614 4,325 3,147 ,003
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Budaya_Organisasi I ,595 | ,125 ,548 4,766 | ,000 |

a. Dependent Variable: Penerapan_ASP
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Berdasarkan output pengujian pada SPSS di atas menunjukkan nilai
standardized beta budaya organisasi sebesar 0,548 pada taraf signifikansi 0,000.
Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh pada penerapan
akuntansi sektor publik. Besarnya pengaruh yang diberikan budaya organisasi
terhadap penerapan akuntansi sektor publik dapat dilihat dari koefisien
determinasi. Berdasarkan hasil pengolahan dengan software SPSS diperoleh
koefisien determinasi budaya organisasi terhadap efisiensi penerapan akuntansi
sektor publik sebagai berikut:

Tabel 4.8 Koefisien determinasi Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap
Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Model Summary

Change Statistics
Model ]
R Square Change F Change | dfl df2 Sig. F Change
1 ,3002 22,719 1 53 ,000

a. Predictors: (Constant), Budaya_Organisasi

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh koefisien determinasi (R
Square) sebesar 0,300. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya variabel
budaya organisasi terhadap penerapan akuntansi sektor publik sebesar 30%
sedangkan sisanya sebesar 70% merupakan kontribusi dari variabel lain yang

tidak diuji dalam penelitian ini. Sementara itu, untuk mencari nilai el
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menggunakan rumus el= (1-0,548) = 0,672. Dengan demikian diperoleh

persamaan jalur sebagai berikut:

Gambar 4.1 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan Akuntansi

Sektor Publik
1 0,672

Budaya 0,548 ~ Penerapan Akuntansi
Organisasi - Sektor Pubik

Y =0,548.X + 0,672

Hasil analisis untuk hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan
interpretasi nilai t hasil perhitungan untuk variabel budaya organisasi sebesar
4,766 pada taraf signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan hasil signifikansi yang
diperoleh memiliki nilai 0,000 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau
0,05>0,000; maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya analisis jalur adalah

signifikan.

4.1.6.2 Hasil Analisis Budaya Organisasi terhadap Good Governance
melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis 3 yakni terdapat pengaruh
langsung serta pengaruh tidak langsung antara budaya organisasi terhadap good
governance. Berikut hasil uji analisis menggunakan software SPSS untuk
mengetahui pengaruh langsung antara budaya organisasi terhadap good

governance.

Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Jalur Budaya Organisasi Terhadap Good
Governance

Coefficients?
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 9,039 3,649 2,477 ,016
Budaya_Organisasi ,602 ,105 ,617 5,708 ,000

a. Dependent Variable: Good_Governance
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Nilai standardized beta yang diperoleh dari hasil uji variabel budaya
organisasi terhadap good governance sebesar 0,617 dan nilai signifikansi sebesar
0,000 , kemudian nilai signifikansi 0,000 tidak lebih daripada nilai probabilitas
0,05 atau 0,05>0,000; maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti analisis
jalur adalah signifikan. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh
langsung terhadap good governance. Sedangkan besarnya koefisien determinasi
yang mempengaruhi good governance dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi Budaya Organisasi Terhadap
Good Governance

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 ,6172 ,381 ,369 1,860

a. Predictors: (Constant), Budaya_Organisasi
b. Dependent Variable: Good_Governance
Sumber: (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi
sebesar 0,381 yang menunjukkan besarnya kontribusi langsung variabel budaya
organisasi terhadap good governance sebesar 38% sedangkan sisanya merupakan

kontribusi variabel lain diluar model regresi ini. Dengan demikian maka
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persamaan jalur sub struktur budaya organisasi terhadap good governance

diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap good governance

Z=0,617.X+0,618

0,618

Good
Budaya Organisasi 0,617 . o0

> Governance

4.1.6.3 Hasil Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap
Good Governance

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh
efisiensi penerapan akuntansi sektor publik terhadap good governance.
Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS, diperoleh hasil
koefisien jalur sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Analisis Koefisien Jalur Penerapan Akuntansi Sektor
Publik Terhadap Good Governance

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 10,524 3,282 3,207 ,002
Penerapan_ASP ,564 ,096 ,629 5,895 ,000

a. Dependent Variable: Good_Governance
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS dapat dilihat bahwa

Standardized beta efisiensi penerapan akuntansi sektor publik sebesar 0,629
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dengan signifikansi pada 0,000. Hal ini merupakan efisiensi penerapan akuntansi

sektor publik memiliki pengaruh terhadap good governance.

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh efisiensi penerapan akuntansi
sektor publik terhadap good governance dapat terlihat dari hasil analisis koefisien
determinasi. Dengan hasil analisis didapatkan koefisien determinasi pada tabel di

bawah ini.

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi Penerapan Akuntansi Sektor Publik
Terhadap Good Governance

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square ]
Square Estimate

1 ,6292 ,396 ,385 1,837

a. Predictors: (Constant), Penerapan_ASP
b. Dependent Variable: Good_Governance
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis menunjukkan koefisien determinasi (R
square) memiliki nilai sebesar 0,396 menunjukkan besarnya kontribusi variabel
efisiensi penerapan akuntansi sektor publik terhadap good governance sebesar
39% sedangkan sisanya merupakan variabel lain di luar penelitian ini. Dari hasil
tersebut dapat digambarkan perolehan analisis model jalur di bawabh ini.

Z =0,629.X + 0,6090
Gambar 4.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi terhadap Good Governance
0,6090

Penerapan Akuntansi 0,629 Good
Sektor Pubik Governance
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Hasil analisis untuk hipotesis 2 terdapat dalam tabel 4.6 memiliki nilai t
sebesar 5,895 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 , menunjukkan nilai
siginifikansi 0,000 kurang dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,05>0,000; maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa efisiensi penerapan

akuntansi sektor publik memiliki pengaruh signifikan terhadap good governance.

Setelah mengetahui terdapat pengaruh langsung antara budaya organisasi
melalui penerapan akuntansi sektor publik terhadap good governance, maka
selanjutnya dihitung pengaruh tidak langsung budaya organisasi (X) terhadap
terhadap good governance (Y) melalui penerapan akuntansi sektor publik (Z).

Untuk mempermudah maka disusun model lintasan dalam analisis jalur sebagai

berikut:
X 0,548 Z 0,617 Y
> T _—
PYé&1

Pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat tampak
pada model lintasan di atas maka diperoleh rumus:

PTL (X-Y) =P1x P,

Keterangan:

PT (X-Y) = Pengaruh tidak langsung variabel D terhadap variabel terikat

P1 = Pengaruh langsung variabel X terhadap Z

P2 = Pengaruh langsung variabel Z terhadap Y
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Dengan demikian dapat dihitung pengaruh tidak langsung variabe bebas
(X) terhadap variabel terikat (Y) mealalui variabel intervening (Z) seperti yang
dijelaskan sebagai berikut:

PTL (X-Y) = (0, 548) x (0,617) = 0,338
Total pengaruh langsung dan total pengaruh tidak langsung yang didapat dari
model lintasan jalur:
Total pengaruh X-Y = (0,629) + 0,338 = 0,967

Kemudian dari beberapa hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap good

governance melalui penerapan akuntansi sektor publik.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor
Publik

Budaya organisasi menurut Edy dalam Shina (2020) didefinisikan sebagai
perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan, asumsi, norma yang telah lama berlaku
disepakati dan diikuti oeh para anggota sebagai pedoman perilaku pemecahan

masalah organisasinya.

Hasil penelitian pada hipotesis 1 yakni adanya pengaruh budaya organisasi
terhadap efisiensi penerapan akuntansi sektor publik menunjukkan terdapat
pengaruh signifikan yang diberikan oleh budaya organisasi terhadap efisiensi
akuntansi sektor publik pada SKPD di Kota Nganjuk dengan taraf signifikansi

0,000. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu bahwa budaya organisasi
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berpengaruh terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik (Priyatno,

Zanuar 2017) dan sari 2014 pada studi kasus skpd di Kota Medan.

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh budaya organisasi terhadap
efisiensi penerapan akuntansi sektor publik adalah 30%. Presentase ini termasuk
golongan sedang yang menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan
dorongan yang cukup dalam meningkatkan efisiensi penerapan akuntansi sektor

publik akan tetapi belum mencapai taraf maksimal seperti yang diharapkan.

Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak terlihat
akan tetapi dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku orang-orang dalam suatu
organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Tanpa merasakannya, setiap orang
bekerja berdasarkan budaya organisasi, namun budaya yang dilakukan tidak sama
pada masing-masing daerah. Tidak menjadi masalah apabila budaya pada tiap
daerah berbeda-beda karena budaya organisasi yang baik adalah budaya
organisasi yang kuat untuk mendorong tujuan daripada organisasi tersebut,
begitupun sebaliknya budaya organisasi yang lemah ialah budaya yang

bertentangan atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

Hasil dari budaya organisasi yang kuat dan positif dapat mempengaruhi
perilaku pekerja dan efektivitas kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian ini pada
hipotesis 1 (pengaruh budaya organisasi terhadap efisiensi penerapan akuntansi
sektor publik) yang menyatakan bahwa efisiensi penerapan akuntansi sektor
publik dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya organisasi dapat membentuk

pekerja dalam sikapnya untuk mengambil tindakan dan mengambil keputusan.
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Dengan demikian, budaya organisasi yang baik dapat memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat dalam menyajikan informasi keuangan,

pembentukan pelaporan, hingga informasi akuntansi yang dapat dipercaya.

Jika dilihat menurut variabel lingkungan, organisasi sektor publik bersifat
heterogen serta dipengaruhi oleh faktor-faktor penting seperti faktor ekonomi,

politik, sosial, budaya dan historis.

Akuntansi keuangan pada pemerintah daerah merupakan bagian dari
pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan yang berfokus pada pelaksanaan proses
pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada

setiap tahun anggaran berjalan.

4.2.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Good Governance melalui
Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki peran untuk menyiapkan laporan
keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Santoso dan
Yohanes menemukan bukti bahwa secara teoritis penerapan akuntansi sektor
publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah
akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara
partia maupun secara bersama-sama. Pendapat lainnya diperkuat oeh Kelker yang
menyatakan bahwa akuntansi memberikan kerangka dasar yang mempengaruhi
kualitas dari good governance. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa akuntansi pada sektor pubik memiliki peran yang sangat penting dalam

terciptanya good governance.
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Tujuan utama akuntansi dalam sektor publik adalah memberikan informasi
yang diperlukan agar dapat mengelola sesuatu operasi dan alokasi sumber daya
yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta
memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan

pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik.

Hasil pengujian pengaruh budaya organisasi terhadap good governance
menunjukkan nilai R Square sebesar 0,381 yang artinya besaran variabel budaya
organisasi berpengaruh terhadap good governance sebesar 38%. Kategori besaran
ini termasuk golongan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi
kurang mampu dalam meningkatkan good governance sehingga belum mencapai

pada tingkat maksimal yang diharapkan.

4.2.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Good
Governance

Hasil pengujian dari hipotesis kedua menyatakan penerapan akuntansi
sektor publik berpengaruh signifikan terhadap good governance. Hal ini
ditunjukkan dengan hasil penelitian yang diperoleh nilai R Square sebesar 0,396
yang berarti sumbangan yang diberikan terhadap good governance sebesar 39%.
Suatu sistem kepemerintahan yang baik adalah yang mampu melaksanakan
prinsip-prinsip dalam tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
Sistem tersebut meliputi: kompetensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi,

berdasarkan aturan hukum, dan keadilan sosial.
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Organisasi sektor publik pada saat ini sedang mendapatkan tuntutan dari
masyarakat untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya
sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukan. Berdasarkan tuntutan
tersebut menjadikan akuntansi dengan cepat diterima serta diakui sebagai ilmu

yang utama dalam pengelolaan urusan publik.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat dilakukan oleh
sektor swasta, seperti layanan komunikasi, pedidikan, transportasi publik,
penarikan pajak dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat tugas tertentu yang
hanya dilakukan oleh sektor publik dan tidak dapat digantikan oleh sektor swasta
seperti birokrasi pemerintahan. Sehingga terdapat beberapa perbedaan antara
sektor publik dengan sektor swasta. Pada prakteknya, sektor swasta yang ada
lebih maju dan efisien daripada sektor publik sehingga menjadi tugas untuk sektor
publik dalam upayanya memajukan yang dianggap kurang menarik ataupun

kurang efisien agar tidak tertinggal dengan sektor swasta.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data hasil pengujian dan
pembahasan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan “Pengaruh Budaya
Organisasi terhadap Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta dampaknya

terhadap Good Governance” antara lain:

1. Budaya organisasi pada SKPD di Kabupaten Nganjuk berpengaruh secara
signifikan terhadap penerapan akuntansi sektor publik. Besarnya
kontribusi yang diberikan tergolong sedang yakni sebesar 30%. Kontribusi
ini memberikan dampak yang cukup terhadap penerapan akuntansi sektor
publik ~ meskipun  belum  mencapai titik yang diinginkan.
Bertanggungjawab atau akuntabilitas merupakan kontrol atas pencapaian
hasil pada pelayanan publik yang disampaikan kepada masyarakat secara
transparansi atas aktivitas yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat serta memberikan informasi kepada
masyarakat sebagai bentuk pemerintahan yang memenuhi kriteria good
governance (tata kelola pemerintahan yang baik).

2. Budaya Organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Good
Governance baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui

intervening penerapan akuntansi sektor publik.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diberikan oleh peneliti, maka peneliti

memberikan saran-saran untuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk sektor SKPD selain tingkat
kecamatan seperti pada tingkat Kabupaten atau Kelurahan.

2. Menambah variabel yang digunakan dalam penelitian

3. Mencari hubungan  atau timbal balik antara masyarakat dengan
pemerintah

4. Melibatkan masyarakat sebagai responden dalam penelitian dalam

kontribusi menjadikan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER TUGAS AKHIR

Dalam rangka melengkapi data yang diperlukan untuk memenuhi tugas
akhir, bersama ini peneliti menyampaikan kuesioner mengenai “Pengaruh Budaya
Organisasi terhadap Efisiensi Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta
Dampaknya terhadap Good Governance”. Adapun hasil dari kuesioner ini akan
digunakan sebagai bahan penyusunan tugas akhir sehingga segala informasi yang
ada hanya digunakan oleh kepentingan penelitian dan data yang diperoleh akan
dijamin kerahasiaannya.

Peneliti mengucapkan beribu terimakasih kepada responden yang telah
meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini. Semoga segala perbuatan baik
senantiasa dibalas oleh Alloh SWT. Dengan berlipat ganda.

Berikut adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Pengaruh
Budaya Organisasi terhadap Efisiensi Penerapan Akuntansi Sektor Publik serta
Dampaknya terhadap Good Governance.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama
Jabatan

Asal kecamatan

Skor | Keterangan

5 Sangat Setuju

4 Setuju

3 Ragu-ragu

2 Tidak Setuju

1 Sangat Tidak Setuju

Berikan tanda centang (V) pada salah satu kolom jawaban yang sudah tersedia

Penilaian

No. Pernyataan 1 | 5 | 3 ‘ 4 ‘ 5

Budaya Organisasi

Pimpinan telah memberikan
wewenang kepada pegawai
yang tepat sesuai dengan tingkat
tanggungjawabnya dalam
mencapai tujuan instansi
pemerintah
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Pimpinan menetapkan aturan
mengenai perilaku dan standar
etika pegawai

Petugas aparatur menjalankan
tugas sesuai dengan amanat
yang diberikan serta dapat
dipertanggungjawabkan

Selalu bekerja berdasarkan etika
dan sesuai kode etik aparatur
pemerintahan

Memberikan solusi dalam setiap
permasalahan yang ada

Bertindak  dan  berperilaku
sesuai dengan ucapan dan
perbuatan

Memiliki sifat pekerja keras,
taat terhadap asas berjiwa
kreatif dan inovatif serta
mempunyai  kualifikasi  di
bidang masing-masing

Menerima dan memberi kritik
secara terbuka

Good Governance

Melibatkan masyarakat dalam
pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan
penyelenggaraan pemerintahan
baik secara langsung atau tidak
langsung  melalui  lembaga
perwakilan yang dapat
meyalurkan aspirasinya

Bertanggungjawab kepada
public atas seluruh aktivitas
yang dilakukan

Transparansi  dibangun atas
dasar kebebasan memperoleh
informasi bagi yang
membutuhkan dan diperoleh
secara langsung

Mampu menyelesaikan
pekerjaan yang menjadi
tanggungjawab dengan baik

Memberikan informasi yang
akurat terkait pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat
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Masyarakat dengan  mudah
mengetahui serta memperoleh
informasi data dan informasi
tentang  kebijakan, program
serta kegiatan aparatur
pemerintah yang dilaksanakan
baik ditingkat pusat ataupun
daerah

Melakukan tindak lanjut atas
segala temuan pelanggaran
hokum

Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Informasi yang dihasilkan dari
laporan keuangan SKPD telah
disusun dengan jelas sehingga
mudah dipahami

Laporan keuangan yang dibuat
disusun  secara  sistematis
sehingga mudah dimengerti

Informasi yang disajikan dari
hasil laporan keuangan SKPD
disusun dengan
menggambarkan transaksi dan
peristiwa yang sebenarnya

Informasi dalam laporan
keuangan yang dihasilkan dapat
digunakan sebagai alat untuk
memprediksi  kejadian  yang
akan dating

Laporan  keuangan  SKPD
menghasilkan informasi secara
lengkap yang mencakup seluruh
informasi akuntansi dan dapat
digunakan dalam mengambil
keputusan

Informasi  yang  dihasilkan
dalam laporan keuangan telah
memenuhi kebutuhan dari para
pengguna laporan keuangan
pemerintah

Informasi  yang  dihasilkan
dalam laporan keuangan SKPD
tidak berpihak pada
kepentingan tertentu

Melakukan administrasi
penyelenggaraan Negara yang




77

berkualitas dan tepat sasaran
dengan penggunaan
sumberdaya yang optimal
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Lampiran 2. Rekap Data Jawaban Kuesioner
1. Data Variabel Budaya Organisasi
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2. Data Variabel Good Governance ()

Y.7

Y.6

Y.5

Y.4

Y.3

Y.2

Y.1

NO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20




80

21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34
35
36

37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

3. Data Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (2)
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Lampiran 3. Output SPSS 23
1. Uji Validitas
a. Budaya Organisasi (X)

Correlations

X01 | X02 [ X03 | X04 | X05 | X06 | XO07 | X08 | TOTAL

X01 Pearson Correlation 1(.639"|.420"|.467"| .308"|.356" | .144|.388"| .712"

Sig. (2-tailed) .000| .001| .000| .022| .008| .296| .003 .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

X02 Pearson Correlation | .639" 1(.540™|.425"| .187| .294"| .230|.508™| .733"

Sig. (2-tailed) .000 .000| .001| .171] .029] .091{ .000 .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

X03 Pearson Correlation | .420™ | .540™ 1|.556"| .246| .265]| .277"| .216| .669"

Sig. (2-tailed) .001| .000 .000| .071| .051| .041| .114| .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

X04 Pearson Correlation | .467" | .425™ | .556™ 1(.436™| .297°| .229| .191| .688"

Sig. (2-tailed) .000| .001| .000 .001| .027| .093| .162 .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

X05 Pearson Correlation | .308"| .187| .246|.436™ 11.629"| .301"| .247| .630"

Sig. (2-tailed) .022| .171( .071| .001 .000| .025| .069 .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

X06 Pearson Correlation | .356™ | .294"| .265| .297"|.629" 1| .300"|.350"| .654™

Sig. (2-tailed) .008| .029( .051| .027| .000 .026] .009 .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

X07 Pearson Correlation | .144| .230( .277"| .229| .301"| .300" 1.357"| .538"

Sig. (2-tailed) .296| .091( .041| .093| .025| .026 .007 .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

X08 Pearson Correlation | .388™|.508™| .216| .191| .247(.350"|.357" 1| .629"

Sig. (2-tailed) .003| .000( .114| .162| .069| .009| .007 .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

TOTAL Pearson Correlation | .712™ | .733™| .669™ | .688™ | .630™ | .654™ | .538™ | .629™ 1
Sig. (2-tailed) .000| .000| .000| .000| .000(| .000(| .000| .000

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

b. Good Governance (YY)
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y0l | y02 | yO3 | yO4 | yO5 | yO6 | y07 | total
y01l Pearson Correlation 1(.610"|.411"| .337"| .337"| .295"|.372"| .698™
Sig. (2-tailed) .000| .002| .012] .012| .029| .005| .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55
y02 Pearson Correlation | .610" 1(.380"| .312"|.386"| .418™| .344"|.720"
Sig. (2-tailed) .000 .004| .020| .004( .001| .010| .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55
y03 Pearson Correlation | .411™ | .380" 1|.488"| .256|.380"| .268"|.705"
Sig. (2-tailed) .002| .004 .000| .060| .004| .048( .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55
y04 Pearson Correlation| .337"| .312"| .488™ 1|.545™|.386™| .142]|.680"
Sig. (2-tailed) .012| .020| .000 .000| .004| .300] .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55
y05 Pearson Correlation | .337°|.386"| .256|.545" 1|.386"| .301"|.665™
Sig. (2-tailed) .012| .004| .060| .000 .004( .026| .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55
y06 Pearson Correlation | .295"|.418™|.380™|.386"|.386" 1|.4217|.690™
Sig. (2-tailed) .029( .001| .004| .004| .004 .001| .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55
y07 Pearson Correlation | .3727| .344"| .268"| .142| .301"|.421" 1|.586"
Sig. (2-tailed) .005( .010| .048| .300| .026| .001 .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55
total Pearson Correlation | .698™|.720™ [ .705™| .680™ | .665™ | .690™ | .586™ 1
Sig. (2-tailed) .000( .000| .000| .000| .000| .000| .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55
c. Penerapan Akuntansi Sektor Publik (2)
Correlations
Z01 | 202 | z03 | z04 | z05 | z06 | z0O7 | Zz08 | TOTAL
Z01 Pearson Correlation 1|(.723"|.386"| .312"| .202(.431"| .291"| .333"| .693"
Sig. (2-tailed) .000( .004( .020| .139( .001| .031| .013 .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55
702 Pearson Correlation | .723" 1(.500| .3417| .316"| .545™ | .406™ | .449™| .799"
Sig. (2-tailed) .000 .000( .011| .019| .000| .002| .001 .000
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N 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Z03 Pearson Correlation | .386™ | .500™ 1|.4747| .140| .147| .332"| .270"| .603"
Sig. (2-tailed) .004| .000 .000| .309| .284| .013| .047 .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Z04 Pearson Correlation | .312"| .341"| .474" 1(.3697|.438"| .276"|.504"| .686™
Sig. (2-tailed) .020| .011| .000 .006| .001| .041] .000 .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Z05 Pearson Correlation] .202| .316"| .140(.369" 1(.492"| .194]| .328"| .554"
Sig. (2-tailed) .139| .019| .309( .006 .000| .156| .015 .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55
206 Pearson Correlation | .431™ | .545™ | .147|.438™|.492" 1| .303°|.437"| .702"
Sig. (2-tailed) .001| .000| .284( .001( .000 .024] .001 .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55
207 Pearson Correlation | .291"| .406™ | .332"| .276"| .194| .303" 1(.742"] .642"
Sig. (2-tailed) .031| .002| .013| .041| .156| .024 .000 .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Z08 Pearson Correlation | .333"|.449™| .270" | .504™| .328"| .437"| .742" 1| .738"
Sig. (2-tailed) .013| .001| .047| .000| .015| .001| .000 .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55
TOTAL Pearson Correlation | .693™|.799™| .603™ [ .686™ | .554™ | .702™ | .642™ | .738" 1
Sig. (2-tailed) .000( .000| .000| .000| .000O| .000| .000| .000
N 55 55 55 55 55 55 55 55 55

2. Uji Reliabilitas
a. Budaya Organisasi (X)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.811 8

b. Good Governance (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items




.801

C.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik (Z)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

.832

8

3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinieritas

Coefficients?®

Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF
1 Budaya_Organisasi ,700 1,429
Penerapan ASP ,700 1,429

b. Dependent Variable: Good_Governance
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

b. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients?
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) -2,821 2,617 -1,078 ,286
Budaya_Organisasi ,152 ,083 ,297] 1,839 ,072
Penerapan_ASP -,040 ,076 -,084| -,521 ,605
Unstandardized Residual -,042 , 101 -,057| -,419 677

b. Dependent Variable: ABS_TEST
Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

4. Uiji Analysis Path (Analisis Jalur)
a. Hasil Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadp Penerapan

Akuntansi Sektor Publik
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Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 13,614 4,325 3,147 ,003
Budaya_Organisasi ,595 ,125 ,548 4,766 ,000

b. Dependent Variable: Penerapan_ASP
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

b. Hasil Analisis Budaya Organisasi terhadap Good Governance

melalui Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Coefficients?®

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 9,039 3,649 2,477 ,016
Budaya_ Organisasi ,602 ,105 ,617 5,708 ,000

c. Dependent Variable: Good_Governance
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023

c. Hasil Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Good

Governance
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 10,524 3,282 3,207 ,002
Penerapan_ASP ,564 ,096 ,629 5,895 ,000

c. Dependent Variable: Good_Governance
Sumber: Data Diolah Oleh SPSS, 2023
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